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PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR \C> TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA

NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS-DINAS DAERAH KOTA SrBOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

Menimbang : a . bahwa dalara rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 a.yat (1)
Peraturan Peme.riut.ah Nomov 41 Tahun 20007 tentang
Organisasi Perangkai Daerah, Pembentukan Organisasi
Perangkat: Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang
berpcdoman pada Peraturan Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
da lam huruf a, periu membentuk Peraturan Daerah tentang
Perubaban Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor
1 i Tahun 2008’ tenlang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas
Daerah Koia Sibolga .

Mcngingai : 1 . Undang-Undang Repuhlik Indonesia Nomor 8 Drt. TaJiun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999
tentang Perubahan At:as Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengeloiaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);i

5.Undang-Undang...



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telali diubah untuk kedua kali dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

5.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

6 .

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) ;

7.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun
2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);

8 .

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

9.

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun
2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593) ;

1 1 . Peraiuran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2007. tentang Pcmbagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah
Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4741 );

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah;



14. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Sibolga
(Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 9).

Dengan Pernon ijuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA

dan

WALIKOTA SIBOLGA

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
SIBOLGA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KOTA SIBOLGA.

Menetapkan :

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Sibolga
(Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 11), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf i diubah sehingga keseluruhan Pasal 2
berbunyi sebagai berikut :

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Keija Dinas-
Dinas Daerah Kota Sibolga.

(2) Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Sibolga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1 ) adalah :

a. Dinas Pendidikan;
b. Dmas Kesehatap;
c. Dinas Kebudaypan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
d . Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah;
e. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
f. Dinas Kelautan , Perikanan dan Peternakan;
g. Dinas Perhubungan , Kornunikasi dan Informatika;
h . Dinas Kepcnduoukan dan Pcncatatan Sipil ;
i . Dinas Lirigkungan Hiclup, Kebersihan dan Pertamanan;
j . .Dinas Pekerjaan Umura; dan
k . Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

2. Ketentuan.. .
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2. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Bagian Kesembilan diubah sehingga
keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesembilan
Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

Pasal 12

(1) Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan, terdiri
dari :
a. Dinas;
b. Secretariat;
c. Bidang Lingkungan Hidup;
d. Bidang Sarana dan Prasarana;

. e . Bidang Kebersihan ;
f. Bidang Pertamanan;
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
h . Kelompok Jabatan Fungsional .

(2) Sekreiariat dan masing-masing Bidang pada ayat (1), terdiri dari :
a.. Sckretariat:, terdiri dari :

1 . Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Program .

b. Bidang Lingkungan Hidup, terdiri dari:
1. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam;
2. Seksi Analisa Dampak Lingkungan Hidup;
3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.

c. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
1. Seksi Peralatan dan Perlengkapan;
2. Seksi Angkutan dan Alat Berat; dan
3. Seksi Pengelolaan Persampahan dan Tempat Pembuangan Akhir.

d. Bidang Kebersihan, terdiri dari :
1. Seksi Kebersihan Jalan Umum dan Pemukiman;
2. Seksi Kebersihan Saluran, Sungai dan Pantai; dan
3. Seksi Pelayapan Masyarakat.

e. Bidang Pertamapan. terdiri dari :
1. Seksi Taman dan Makam;
2. Seksi Penerpngan Jalan Umum dan Lampu Hias; dan
3. Seksi Ruang Terbuka plijau.

(3) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Walikota.

i

3. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Bagian Kesepuluh diubah sehingga
keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesepuluh...



Bagian Kesepuluh

Dinas Pekerjaan Umum
Pasal 13

(1) Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :
f . Dinas;
g. Sekretaiiat;
h. Bidang Bina Marga;
i. Bidang Cipla Karya;
j. Bidang Penyehatan Lingkimgan Pemukiman dan Pertambangan;
k. Bidang Perencanaan;
l. Bidang Penataan Ruang;
m. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD}; dan
n. Kelompok Jabatan Fungsiona.1.

i

(2) Sekretariat dan masing-masing Bidang pada ayat (1), terdiri dari :
Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. ' Sub Bagian Program.

a.

b. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
1. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
2. Seksi Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan; dan
3. Seksi Alat Berat dan Perbengkelan.

c. Bidang Cipla Karya, terdiri dari :
1 . Seksi Pemeliharaan dan Pembangunan Gedung-Gedung;
2 . Seksi Sarana dan Prasarana Jasa Konstruksi; dan
3. Seksi Pengawasan Teknik Cipta Karya.

d . Bidang Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Pertambangan,

terdiri dari :
1 . Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Lingkungan

Pemu k ;man ;
2. Seksi pengawasan Teknik Penyehatan Lingkungan dan

Pemukiman; dan.

3. Seksi Pertambangan dan Energi.

e. Bidang Perencapaan, terdiri dari :
1. Seksi Analisjs;
2. Seksi Survey dan Pengukuran; dan
3. Seksi Data dari Informasi.

f. Bidang Penataan Ruang, terdiri dari :
1. Seksi Penataan Kota;
2. Seksi Kawasan Siap Bangun, dan;
3. Seksi Pemukiman Kumuh.

(3) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Walikota.

Pasal 27...



Pa,sai II

Perataran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
Pada tangg; MMML 2012

WALIKOTA SIBOLGA,
Cv, JK

£

M.SYARFI HUTAURUK

f Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA

MOCHAMAD SUGENG

LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2012 NOMOR ...
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;TUR ekeANISASI
LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

SIBOLGA

Lampiran: PERATURAN DAI -.RAII K O I A SIBOl.CiA
: -10 2012.DINAS NOMOR

TANGOAL : oS DtLiTM BER 20/ ?_

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

I
SUB BAGIAN

UMUM
SUB BAGIAN
PROGRAM

SUB BAGIAN
KEUANGAN

T

BIDANG LINGKUNGAN
HIDUP

lBIDANG SARANA
DAN PRASARANA BIDANG KEBERSIHAN BIDANG PERTAMANAN

T
:-.s»

SEKSI KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM

SEKSI PERALATAN
DAN PERLENGKAPAN

SEKSI KEBERSIHAN JALAN
UMUM DAN PEMUKIMAN

SEKSI TAMAN
DAN MAKAM

SEKSI ANALISA DAMPAK
LINGKUNGAN HIDUP

SEKSI ANGKUTAN
DAN ALAT BERAT

SEKSI KEBERSIHAN SALURAN,
SUNGAI DAN PANTAI

SEKSI PENERANGAN
JALAN UMUM DAN

LAMPU HIAS

SEKSI PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN

SEKSI RUANG
TERBUKA HIJAU

SEKSI PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN DAN

TEMPAT PEMBUANGAN

SEKSI
PELAYANAN MASYARAKAT

UPTD

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

MOCHAMAD SUGENG
LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2012 NOMOR ...
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0
I ampiran: PI-IRATURAN DAL- RAH KOTA S1BOLGA

: 10 TAHUH 2-012-
;TUR OROANISASI
PEKERJAAN UMUM
SIBOLGA

DINAS NOMOR
TANGGAL : OS D e C t M G t f c 2.012-

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SUB BAGIAN

PROGRAM
SUB BAGIAN
KEUANGAN

SUB BAGIAN
UMUM

BIDANG PENYEHATAN
LINGKUNGAN PEMUKIMAN I

DAN PERTAMBANGAN

BIDANG
PERENCANAAN

BIDANG
BINAMARGA

BIDANG
CIPTA KARYA

BIDANG
PENATAAN RUANG

i

i
J 3

SEKSI PEMBANGUNAN
DAN PEMELIHARAAN

JALAN DAN JEMBATAN

SEKSI PEMELIHARAAN
DAN PEMBANGUNAN

GEDUNG-GEDUNG

SEKSI PEMBANGUNAN DAN
PEMELIHARAAN SARANA

LINGKUNGAN PEMUKIMAN
SEKSI PENATAAN KOTASEKSI ANALISIS

SEKSI SURVEY
DAN PENGUKURAN

SEKSI KAWASAN
SIAP BANGUN

SEKS! PENGAWASAN
TEKNIK JALAN

DAN JEMBATAN

SEKSI SARANA DAN
PRASARANAJASA

KONSTRUKSI

SEKSI PENGAWASAN TEKNIK
PENYEHATAN LINGKUNGAN
DAN PEMUKIMAN

SEKSI PEMUKIMAN
KUMUH

SEKSI DATA
DAN INFORMASI

SEKSI ALAT BERAT
DAN PERBENGKELAN

SEKSI PENGAWASAN
TEKNIK CIPTA KARYA

SEKSI PERTAMBANGAN
DAN ENERGI

UPTD

WALIKOTA SSEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

M. SYARFI HUTAURUKMOCHAMAD SUGENG
LEMBARAN DAEARAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2012 NOMOR ...


